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PERANAN MEDIATOR HAKIM DAN MEDIATOR NON HAKIM
MELINDUNGI HAK-HAK ANAK DALAM PENYELESAIAN
SENGKETA PERCERAIAN
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Linivarsias Katoik Soegiapranala Semareng
Fawsatan Lubur VA, Bendan Dhuewar. Samarsng

Abstract

Based on Supreme Courl Regulation Number 1 of 2016 on the Mediation Procedurel
i Court, mediation is a step that must undertaken before the court hearing process.
Therefore, it is impartant to know the implemeniation of mediation in Semarang Religious
Court and Semarang District Court, especially its role to resolve marriage disputes and
child custody cases. The question of the study is how is the role of mediators (bath judge
ard non-judge) in the mediation process of divorce and child custody disputes, and how
the role of mediators in implementating of children’ rights on the mediation process is,
Data was obtained through a documentary research and distributed guestionnaires to
3 (three) District Court Judges and 2 (two) Semarang Religious Court Judges, and 3
(three} mediators at Walisonge Mediation Cenire (WMC). The findings demonstrated
thai the role of judge and non-judge mediatars in the mediation process of divorce and
child custody cases was only as a facilitator, The non-judge mediators held more strict
principle of not giving advice in order to maintenance af their neutrality than that of the
Jjudge mediators. The mediator has implemented their role by conveying and explaining
children’s rights, encouraging the parties fo put forward the best interests of the child,
Jacilitating women disputant to be able to fight for themselves and thetr children’s interests
and needs, and reminding the obligation of both parties to fulfil the needs and the cost
of their childrens lives if divorce was undertaken as a final solution.

Keywords:  Child custody; Divorce dispuie; Mediator.

Intisari
Berdasarkan Peraturan Mahkamah Apgung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur
Mediasi di Pengadilan, mediasi wajib dilakukan oleh para pihak vang berperkara
secara perdata di pengadilan yang dilakukan pada hari sidang pertama. Oleh karena itu
penulis ingin mengetahui pelaksanaan mediasi yang dilakukan oleh pra mediator baik
mediator hakim maupun non hakim mengingat mediasi sebagai salah satu Alternative
Dispute Resolution (ADR) dipandang sebagai cara untuk menyelesaikan sengketa
vang humanis dan berkeadilan, termasuk dalam menyelesaikan kasus perceraian dan
hak asuh anak. Perumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimanakah peran
mediator hakin dan non-hakim yang berpraktek di pengadilan dalam proses mediasi

perkara-pegkd #ap:.rcari.ian dengan hak asuh anak?, dan bagaimanakah peran mediator
hakim aon-hakim yang berpraktek di pengadilan dalam menerapkan hak-hak
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anak melalui proses mediasi perkara-perkara perceraian dengan hak asuh anak?
Metode penelitian menggunakan pendekatan kualitalif. Data yang digunakan adalah
data primer dan sekunder. Data primer diperoleh dengan cara menyeba kuesioner
kepada 3 Hakim Pengadilan Negeri dan 2 Hakim Pengadilan Agama Semarang, dan
3 mediator di WMC. Data Sekunder diperoleh melalui studi dokumen atau penelitian
kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Peran mediator hakim dan non-
hakim dalam proses mediasi kasus perceraian dengan hak asuh anak adalah sebagai
fasilitator dan untuk non-hakim tidak memberikan saran demi terjaganya netralitas,
Para mediator selalu berupaya untuk mengingatkan para pihak mengenai akibat buruk
dari perceraian dan perebutan hak asuh anak. Peran mediator dalam mewujudkan
hak-hak anak melalui mediasi dengan cara menyampaikan dan menjelaskan hak-hak
anak, serta mendorong para pihak agar mengedepankan kepentingan terbaik anak.

Kata kunci: Hak asuh anak; Sengketa Perceraian; Mediator.

A. Latar Belakang Masalah

Secara yuridis keberadaan mediasi di
luar pengadilan di Indonesia telah diatur
Pasal 6 (3) Undang-Undang Nomor
30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan
Alternatif yang menyebutkan bahwa
mediasi merupakan proses kegiatan
schagai kelanjutan dari gagalnya
negosiasi yang dilakukan oleh para
pihak. Penyelesaian sengketa dengan
menggunakan mediasi juga dilakukan
di Lembaga pengadilan berdasarkan
pada Peraturan Mahkamah Agung
(PERMA) Nomaor | Tahun 2016 tentang
Prosedur Mediasi di Pengadilan. PERMA
tersebul mengatur bahwa mediasi
wajib dilakukan oleh para pihak yang
berperkara secara perdata di pengadilan
yang dilakukan pada hari sidang pertama.
Tujuan dilaksanakannya prosedur
mediasi di pengadilan ini adalah untuk
menciptakan perdamaian di antara
para pihak yang sedang hersengketa.’

Yol Made Sukadana, 2012, AMediasi Peradilan;
Medies! dafem Sistem Peradilan Perdoto
Inganesie dalam Rohgke Mowwjudkon Proses
Peradilan pyong Sederhona, Cepot, dan Bloyo
Ringan, Prostasi Pustoka, Jakarta, hlm. 186,
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Mediasi diyakini mampu menghilangkan
konflik atau permasalahan yang hampir
selalu mengiringi setiap putusan
vang bersifal memaksa. Atas dasar
pertimbangan tersebut, maka di setiap
tingkatan peradilan upaya mediasi harus
ditempuh dalam menyelesaikan sengheta
keperdataan.®

Pasal 8 PERMA Tahun 2016 tentang
Mediasi menyebuthan bahwa mediator
dapal dilakukan oleh hakim, dan
pegawai Pengadilan, alau mediator non
hakim dan bukan pegawai pengadilan
sepanjang memiliki sertifikat sebagai
mediator, Mediator non-hakim semakin
dilibatkan karena diyakini memiliki
keunggulan kualitatif dibandingkan
dengan mediator hakim dikarenakan
latar belakang pendidikan, pengalaman,
dan profesi. Seorang mediator non-
hakim dimungkinkan mempunyai latar
belakang pendidikan yang bervariasi
(tidak hanva berasal dari fakultas

Y Maskur Hidayat, 2016, Strotegi & Taktik Medigsi
Rerdasorkan Perma No. 1 Tohun 2006 tentang
Prosedur Mediosi di Pengodilan, Kencana,
Jakarta, him. 43,
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hukumj}. Hal tersebut tentu saja sangat
bermanfaat untuk melihat suatu sengketa
tidak hanya dari perspekeif hukum saja,
melainkan dari berbagai aspek yang
multidisipliner.” Selain itu, Mediator
non-hakim semakin dilibatkan dalam
proses mediasi untuk kasus-kasus di
pengadilan, mengingat beban hakim
vang cukup tinggi dan jumlah perkara
vang ditangani rata-rata rala seorang
hakim di atas 40 perkara perbulan.’

Para mediator ini dapat melakukan
mediasi pada kasus-kasus perceraian.
Pasal 31 PERMA bahkan mengatur
secara khusus bahwa mediasi perkara
perceraian dalam lingkungan peradilan
agama yang tuntutan perceraian
dikumulasikan dengan tuntutan lainnya
maka apabila para pihak tidak mencapa
kesepakatan untuk hidup rukun kembali,
mediasi dilanjutkan dengan tuntutan
lainnya. Dalam hal para pihak mencapai
kesepakatan atas tuntutan lainnys maka
kesepakatan tersebut dituangkan dalam
kesepakatan perdamaian sebagian
dengan memuat klausula keterkaitannya
dengan perkara perceraian,

Pasal tersebut menunjukkan bahwa
ada kewenangan khusus yang diberikan
oleh peraturan perundang-undangan
kepada mediator di pengadilan agama

T Mugraha Pranadita, "Perubahan Fungsi Mediasi
Oalam Praktek D Pengadilan Megerl Dan
Pengadilan Agama Kaitannya Dengan Peraturan
Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomaor
1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi D
Pengadilan®, Fes Nullivs Low Jurnal, Volume 1
Namar 2, Besember 2019, him. 100,

* Dessy Sunarsi, Yuherman, Sumbyat, Efektifitas
Peran Mediator Non Hakim Dalam Penyelecaian
Perkara Perceraian 0 Pengadian Agama Xelas 1a
Pulau Jaws, lurnol Hukem Medfo Bhokd, Volume
2, Nomar 2, Desember 2018, him. 144,

untuk menyelesaikan sengketa perceraian
dan tuntutan lainnya termasuk yang
berkaitan dengan hak-hak anak. Peran
mediator hakim dan non hakim menjadi
sangat penting ketika proses perceraian
akan berlangsung karena peran para
mediator ini akan berpengaruh terhadap
keputusan untuk bercerai atau tidak
bercerai, serta nasib anak-anak mercks
terkait dengan hak-haknya untuk
dijamin dan dilindungi pemenuhannya.
Apabila para pihak tetap menghendaki
perceraian, sejauh mana peran mediator
ini menekankan asas kepentingan
terbaik bagi anak kepada para pihak
agar menjamin hak-hak anak mereka
yang telah diatur oleh Undang-Undang
Perlindungan Anak, misalnya melalui
kesepakatan atau perjanjian untuk
berbagi peran, tempat dan waktu dalam
mengasuh anak secara bersama-sama
(sharing parental).

Perdamaian dalam sengkela
perceraian membutuhkan keahlian
dan kemampuan mediator mengingat
sengketa perceraian memiliki keterkaitan
dengan persoalan yang dapat dipicu
oleh terjadinya kekerasan dalam rumah
tangga,’ ketidakseimbangan relasi antara
suami dan istri serta anak-analknya,”

% Kasus kekerspsan dalam rumah tangga sering
digeleszikan metalul mediasi panal, Istilah yang
dipaksl adalah mediasi penal karena mediasi
digunakan untuk mendamaikan perkara phdana,
bukan perkara perdata, Fatahillah A, Syakur,
2011, Mediasd Perkarg KOAT (Kekerasan dalam
Rumah Targge) Teari dan Proktek of PangadiTon
indonesis, Mandar Maju, Bandung, him. 3.
Likat jugs Ridwan Mansyur, 2010, Mediasi
Penal terhadop Perkora KOBRT [Kekerosan
Dalam Aurroh Tongga), Yayasan Gema YusHsla
Indamesia, Jakarta, him. 260,

¥ Trina Grillg, "The Mediotion Alternative:
Process Dangers for Women”, Yole Low lournal,
VolumelDd, Momor &, 1991, him, 100; Lihat
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serta keterlibatan anak untuk didengar
pendapatnya demi masa depan mereka
dan kepentingan terbaik anak.” Oleh
karena itu, sejauh mana peran para
mediator dalam menyelesaikan sengketa
perceraian yang di dalamnya lerkandung
hal-hal demikian. Mengingat bahwa
kasus perceraian tidak hanya diajukan
di pengadilan agama, melainkan juga
di pengadilan negeri maka penclitian
ini hendak mengetahui lebih lanjut
peran mediator hakim di lembaga-
lembaga negara tersebut® karena melalui
perdamaian maka harapannya adalah
terwujudnya keutuhan rumah tangga
dan kelanjutan kepentingan terbaik analk
yang seyogyanya selalu dipenuhi dan
dijamin oleh pemerintah, orang dewasa
dan orangtua.”

Mediasi sebagai salah satu Alternative
Dispute Resolution (ADR) dipandang
sebagai cara untuk menyelesaikan
sengketa yang humanis dan berkeadilan,
Humanis karena mekanisme pengambilan
keputusan (kesepakatan danai) menjadi
otoritas para pihak yang bersengheta dan
menjaga hubungan baik."” Adil karena

jupa Kyle ) Bouracsa, David &, Sharra, and Mark
A, Whismnan, “Women in Very Low Quality
Marrizges Gain Lifo Satisfaction Following
Divorce”, Joprnal of fomily Psychology, Volume
29, Momor 3, Juni 2015, him, 490459,
* Sibn Kearney, “The Voice of the Child in
hediation”, Journal af Mediation and Appiied
Coonflict Analysis, Volume 1, Momaor 2, 2014, him,
150,
Lydia Nusshauwm, "Mediation as Regulation:
Expanding State Governance owver Private
Disputes”, Utah Low Rewiew, Volume 20186,
Nomor 2, lssue d, 2016, him. 363,
* Abdul Manan, 2008, Penerapon Hukum Acora
Ferdato of Lingkungan Pergdifon Agamu,
Eerrcand, Jakara, him 1-994,
Al Fadill, “Upaya Perdarmaian Proses Perceralan
PAeiaiui Mediasi Dleh Pengadilan Agarme. Sebaga
Family Counseling, An-rise, Volume 12, Nomar

1%
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masing-masing pihak menegosiasikan
opsi jalan keluar atas masalahnya dan
outputnya win-win solution. Lawrence
Boulle, seorang profesor dalam ilmu
hukum dan Direktur Dispute Resolution
Centre-Bond University, membagi
mediasi dalam sejumlah model
yang tujuannya untuk mencmukan
peran mediator dalam melihat posisi
sengketa dan peran para pihak dalam
upaya penyelesaian sengketa. Boulle
menyebutkan ada empat model mediasi,
yaitu settlement mediation, facilitative
mediation, transformative mediation dan
evaluative mediation."

Settlement mediation dikenal sebagai
mediasi kompromi dan merupakan
mediasi yang tujuan utamanya adalah
untuk mendorong terwujudnya
kompromi dari tuntutan kedua belah
pihak yang sedang bertikai. Model
seftlement mediation mengandung
sejumlah prinsip, yaitu: mediasi
dimaksudkan untuk mendekatkan
perbedaan nilai tawar atas suatu
kesepakatan, Mediator hanya terfokus
pada permasalahan atau posisi yang
dinyatakan para pihak dan posisi seorang
mediator adalah menentukan posisi
“bottom line” para pihak dan melakukan
herbagai pendckatan untuk mendorong
para pihak mencapai titik kampromi.
Pada model ini biasanya mediator adalah
orang yang memiliki statug yang tinggi
dan model ini tidak menekankan kepada
keahlian dalam proses atau teknik
mediasi.

1, Apeil 2079, him, 4

lay Folberg dan Allison Taylor, 1984, Mediotion;
A Comprehensive Guide (o Resolving Canfiict
without Litigariaon, Cambridge University Pross,
Cambridgs, Flm 7,
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Facilitative mediation disebut sebagai
mediasi yang berbasis kepentingan
(interest-based) dan problem solving
yang bertujuan untuk menghindarkan
para pihak yang bersengketa dari posisi
mereka dan meneposiasikan kebutuhan
dan kepentingan para pihak dari hak-hak
legal mereka secara kaku, Dalam hal ini
seorang mediator harus dapat memimpin
proses mediasi dan mengupayakan dialog
vang konstruktif di antara para pihak
yang bersengketa, seérta meningkatkan
upaya-upaya negosiasi dan upaya
kesepakatan.

Transformative mediation dikenal
sebagai mediasi terapi dan rekonsiliasi.
Mediasi model ini menekankan untuk
mencari penyebab yang mendasari
munculnya permasalahan di antara
para pihak yang bersengketa, dengan
pertimbangan untuk meningkatkan
hubungan di antara mereka melalui
pengakuan dan pemberdayaan sebagai
dasar resolusi konflik dari pertikaian
yang ada. Dalam model ini sang mediator
harus dapat menggunakan terapi dan
teknik professional sebelum dan selama
proses mediasi serta mengangkat isu
relasi/hubungan melalui pemberdayaan
dan pengakuan.

Model transformatif atau lebih
dikenal dengan theurapic model
mengandung sejumlah prinsip antara
lain: fokus pada penyelesaian yang
lebih komprehensif dan tidak terbatas
hanya pada penyelesaian sengketa tetapi
juga rekonsiliasi antara para pihak.
Proses negosiasi yang terjadi mengarah
kepada pengambilan keputusan tidak
akan dimulai, bila masalah hubungan

emosional para pihak vang berselisih
belum diselesaikan. Fungsi mediator
dalam hal ini adalah untuk mendiagnosis
penyebab konflik dan menanganinya
berdasarkan aspek psikologis dan
emosional, hingga para pihak yang
berselisih dapat memperbaiki dan
meningkatkan kembali hubungan
mereka. Oleh karena itu scorang
miediatorr diharapkan lebih memiliki
kecakapan dalam ‘counseling”, proses dan
teknik mediasi mengingat penekanannya
lebih ke terapi, baik tahapan pramediasi
atay kelanjutannya dalam proses mediasi.
Evaluasi mediasi atau lebih dikenal
sebagai mediasi normatif adalah model
mediasi yang bertujuan untuk mencari
kesepakatan berdasarkan hak-hak
legal dari para pihak vang bersengketa
dalam wilayah yang diantisipasi oleh
pengadilan. Peran yang bisa dijalankan
oleh mediator dalam hal ini adalah
memberikan informasi dan saran
serta persuasi kepada para pihak yang
bersengketa dan memberikan prediksi
tentang hasil-hasil yang akan didapatkan.
Model evaluasi mengandung
sejumlah prinsip di mana mediator
harus menggunakan keahlian dan
pengalamannya untuk mengarahkan
penyelesaian sengketa ke suatu kisaran
vang telah diperkirakan terhadap
masalah tersebut sehingga fokusnya lebih
tertuju kepada hak-hak melalui standar
penyelesaian atas kasus yang serupa.
Berbagai model tersebut digunakan
untuk menjawab perumusan masalah
dalam studi ini, yaitu: bagaimanakah
peran mediator hakim dan non-hakim
dalam proses mediasi kasus perceraian
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dengan hak asuh anak dan bagaimana
peran mediator hakim dan non-hakim
dalam meneraplkan hak-hak anak melalui
proses mediasi kasus perceraian dengan
hak asuh anak?

B. Metode Penelitian

Metode pendelatan yang digunakan
dalam penelitian ini adalah metode
pendekatan yuridis empiris. Data yang
dikumpulkan adalah data primer dan
data selkkunder. Drata primer diperolch
dengan cara menyebarkan kuesioner
kepada tiga (3) Hakim Pengadilan
Negeri, yaitu: Hakim Dr. Eddy P Sivepar,
S, MUH, Hakim Eko Budi Supriyanto,
S.H., M.H, dan Hakim Esther Megaria
Sitorus, SH., M.Hum; dua {2) Hakim
Pengadilan Agama Semarang, yaitu:
Hakim Dra. Hj. Amroh Zahidah, S H.,
M.H dan Hakim Drs. Wachid Yonarto,
SH; dan liga (3) mediator di Walisongo
Mediation Centre, yaitu: Tolkah M. Pil,
MA , Dir, Mishah Zulfa Elizabeth, M.TTum
dan Dr. Syaifullah, SH.M.Hum.

Kuesioner telah disusun oleh pencliti
agar dapat menjawab permasalahan-
permasalahan yang telah ditentukan.
Kuesioner dibuat dengan sistem terbuka
sehingga memberi kesempatan kepada
responden untuk menjawab berdasar
pengetahuan dan pengalamannya
selama menjadi mediator, Data selounder
dikumpulkan dengan melakukan studi
pustaka, Analisis data vang digunakan
dalam penclitian ini adalah metode
analisa kualitatif.™

W petrus Soerjewinoto, Hermawan Pancasiwi,

Benny [ Sctianto, Donny Danerdono, Endang
Wahyati, 2018, Metode Fenulison Karya
Hitkum, Fakultas Hukum Universitas Kalolik
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C. Hasil Penelitian Dan
Pembahasan

Proses mediasi di pengadilan (PA
Semarang dan PN Semarang) dilakukan
oleh mediator yang berasal dari unsur
hakim dan non hakim yang memiliki
sertifikat" yang diperoleh setelah
mengikuti Pendidikan Khusus Profesi
Mediator (PKPM) vang diselenggarakan
oleh lembaga yang terakreditasi
oleh Mahkamah Agung. Apabila di
wilayah pengadilan tidak ada hakim
yang bersertifikat, maka hakim di
lingkungan pengadilan tersebut dapat
menjalankan fungsi sebagai mediator,
Dengan demikian maka bagi hakim
yang tidak/belum bersertifikat pun dapat
menjalankan fungsi mediator,"

Sertifikasi akan berpengaruh bagi
mediator dalam menangani kasus.
Bagi mediator yang telah bersertifikat,
termasuk mediator hakim, teknik
mediasi yang dilakukan menjadi lebih
sistematis, terutama dalam menggali
interest dan need dari klien atau para
pihak. Menurut M. Syaifullah; yang
dimaksud dengan interest adalah “apa
yang scbenarnya dikehendaki® oleh para

Scegijapranata, Semarang, him 17-18.
sertifikat mediator bagi setlap orang yang
menjalankan fungsi mediator sangat penting
kareng berkaitan dengan profesionalisme dalam
proses mediasi, Sertifikat mediator diperolah
sotelah seseorang mengikutl pelatihan mediasi
roinirnal 40 {empat puleh) jam lebih. Pelatihan
lentang tean dan praktek (0 akan membekall
hakim memiliki ketrampilan tambaban dalam
fasilitasi proses mediash. Sebagalmana sescorang
yang akan menjadi hakim, maka ia harus dibekall
materi dalam bidang liligasi. Pendidikan dan
pelathan mediasi kepada calon mediator sangat
penting untuk menunjang skill hakim dalam
melaksanakan fungsi mediator,

Hasil kuesionser mediabor Hakim Eko di Pengadifan

Megori Semardng, lenggal @ Mei 2019, jam 10,30
WIR.
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pihak (what we reaily want), sedangkan
yang dimaksud dengan néed adalah apa
vang seharusnya “dimiliki” (what we nmst
nave). Jadi berdasarkan interest dan need
tersebut proses mediasi dilakukan, tidak
semata-mata hanya mendasarkan pada
posisi (posifions). Makna dari positions
adalah apa yang ‘dikatakan’ itulah yang
‘diinginkan’ (what we say that we want),
Posisi juga diartikan suatu keinginan
vang telah dipilih secara sadar oleh satu
pihak dan yang berlawanan dengan vang
dipilih pihak lain. Apabila hal tersebut
terjadi maka tidak mungkin dapat
dipenuhi. karena dengan memenuhi
salah satunya, berarti meniadakan yang
Fabu. 9

Untuk mendapatkan inferest dan
need dari para pihak tentunya tidak
hanyz membutuhkan ketrampilan dan
pengalaman saja dari para mediator
melainkan juga membutuhkan waktu,
schingga tidak mengherankan apabila
sebagian besar mediator (baik mediator
hakim maupun non hakim) menjawab
bahwa mereka membutubkan waktu
minimal dua {2) hingga maksimal lima
{5) kali pertemuan untuk memediasi
kasus perceraian dengan perebutan hak
asuh anak.

Apabila kasusnya tunggal, artinya
kasus hanya berupa gugatan untuk satu
perkara saja {misalnya hanya gugatan
perceraian, atau hanya berupa gugatn
hak natkah anaknya) maka maka waktu
yang dibutuhkan untuk menyelesaikan

¥ mMuhammad Saifullah, “Efsktivitas Medlasi
Oalam Penyelesalan Perkara Perceraian di
Pengadilan Agama lawa Tengah”, Jurmal AL-
AMKAM, Volume 25, Momor 2, Oktober 2015,
him 188

lebih singkat daripada kasus yang
gugatan perkaranya digabung. Bahkan
ada mediator vang hanya membutuhkan
satu kali pertemuan untuk menyelesaikan
kasusnya. Berdasarkan hasil penelitian
menunjukkan bahwa penyebab mediast
dilaksanakan secara singkat karena bagi
hakim tugas untuk memediasi perkara
merupakan tugas tambahan.'® Untuk
menghindari penumpukan perkara,
maka mediasi dilakukan secara singkat
schingga terkesan hanya memenuhi
formalitas karena sudah diatur dalam
PERMA dan menjadi kewajiban bagi
hakim untuk melakukan mediasi.
Faktor ketrampilan Hakim juga menjadi
penvebab mediasi dilakukan secara
singkat karena hakim yang sudah
mengikuti Pendidikan Khusus Profesi
Mediator akan memiliki ketrampilan
lebih daripada hakim yang belum pernah
mengikuti pendidikan tersebut.”
Berdasarkan prinsip bahwa mediasi
adalah cara penyelesaian sengleta diluar
pengadilan, melalui perundingan vang
melibatkan pihak ketiga yang bersikap
netral (Hon-intervens) dan tidak berpihak
(impartial) kepada pihak- pihak vang
bersengketa, maka para mediator dengan
tegas menyatakan bahwa mereka tidak
memberikan saran kepada para pihak
melainkan memfasilitasi para pihak.'®

It Dely Bunga Saravistha, "Peran Ganda Hakim
Sobagal Mediatar Bagl Penyelesaian Perkars
Perdata D Pengadilan Terkait Kode Etik Profesi®,
Rood Kertha, Valume 3, Nomaor, Pebruari 2020
= Judi 2020, Rim.23-30,

¥ Erik Sabti Rshmawati, “Implikasi Medizsi Bagi
Para Pihak yvang Berperkara di Pengadilan Agama
Mazlang”, De Jure : Jurno! Hukum dan Spariah,
Violume 8, Nomeor 1, Juni 2016, him,1-14.

¥ Muhammad Saifullah, "Efektivitas bedias| Dalam
Panyelesaian Perkara Perceraian Di Pengadilan
Agama lawa Tengah”, Jurnal AL-AHKAM, Volume
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Mediator hanya membantu memperbaiki
komunikasi antara pihak pihak yang
bertikai, membantu untuk memperjelas
salah penafsiran yang terjadi,
memperkuat pihak pihak yang lemah,
dan meningkatkan kemampuan para
pihak yang berselisih untuk membuat
keputusan yang terbaik dengan jalan
menyediakan informasi bagi sebelumnya
tidak tersedia. Hal-hal inilah yang
dimaksud sebagai memfasilitasi. Dengan
mediasi diharapkan akan tercapai titik
lemu penyelesaian masalah atau sengketa
yang dihadapi para pihak yang muncul
dari inisiasi para pihak bukan dari
mediator, Titik temu ini selanjutnya akan
dituangkan sebagai kesepakatan bersama
di mana pengambilan keputusan tidak
berada di tangan mediator, tetapi di
tangan para pihak yang bersengketa.
Bentuk fasilitasi ini tidak hanya terkait
dengan sarana fisik (seperti ruang
mediasi yang memadai dan tertutup)
melainkan juge kemampuan mediator
dalam mendorong para pihak mencapai
kesepakatan,™

Menurut David Spencer dan Michael
Brogan “mediation is a process in wich the
parties v a dispute, with the assistance
of a dispute resolution practitioner {a
mediator), identify the dispule issues,
develop options, consider alternatives
and endevour Lo reach an agreement®
Peran mediator sebagai fasilitator
semakin dipertegas oleh Christopher

25, Mornor 2, Oktober 2015, him, 188-19¢.
“ Takdir Rahmadi, 2011, Medlasi Penyelesaiun
dengketa Melalul Pendekatan Mufakot, Raja
araflindo Persada, fakarta, him. 12,
David Sponcer dan Michael Bragan, 2006,
Mediation Lew and Practice, Cambrigde
University Press, Cambridge, hlm. 9.
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W. Moore yang menyatakan bahwa “The
intervention in a negotiation or conflict of
an acceplable third party who has fimited
ar no authoritative decision-making power
but assist the involved paties in voluntarily
reaching a mutually acceplable settlement

of issiees in dfsputr..““

Dengan demikian seorang mediator
harus memiliki kemampuan membantu
para pihak dalam menentukan
juru runding, merencanakan dan
menyusun jadwal pertemuan, menata
ruang pertemuan, dan lain-lain. Hal
tersebut dapat dilakukan jika seorang
mediator memiliki ketrampilan untuk
mendengarkan dan bertanya para
pihak yang berselisih.* Kemampuan
dalam berkomunikasi ini merupakan
ketrampilan berkomunikasi secara
intérpersonal yang diharapkan akan
mempermudah jalannya mediasi.
Kemampuan berikutnya adalah
kemampuan berunding dan kelerampilan
memfasilitasi perundingan berupa
kemampuan mengubah posisi para
pihak menjadi permasalahan yang harus
dibahas, kemampuoan mengatasi emosi
para pihak dan kemampuan mengatasi
jalan buntu.” Kemampuan tersebut
terkait dengan peran hakim dalam

i Christapher W. Moore, 1996, The Mediation
Process: Practical Stretegles For Resolving
Conflict, Jossey Bass Publisher, San Francisco,
him. 15,

Harijah Damis, "Hakim Mediasi Versi Sema
Meomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberdayaan
Pengadilan Tingkat Pertama Menerapkan
Lembaga Damai’, Mimbar Hukum, Yolume Xy,
MNomor-63, Maret-April 2004, him, 28,

Bian Mustika, "Efektivicas Mediasl Dalgm
Penyelesaian Perkara Perceralan DI Pengadilan
Agama lambi®, Al Rzoloh-fordm Bafion Hekem
dan Sosial Kemasyarakatan, Volume 15, Nomar
2, Desember 2015, him. 297 308,
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menjalankan tugas dan fungsinya sebagai
mediator yang diatur di dalam Pasal 14
Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1
Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi
di Pengadilan, antara lain: membuat
aturan pelaksanaan mediasi bersama
para pihak; menjelaskan bahwa mediator
dapal mengadakan pertemuan dengan
satu pihak tanpa kehadiran pihak lainnya
(kaukus); menyusun jadwal mediasi
bersama para pihak; memberikan
kesempatan kepada para pihak untuk
meényampaikan permasalahan dan
usulan perdamaian; menginventarisasi
permasalahan dan mengagendakan
pembahasan berdasarkan skala proritas;
memfasilitasi dan mendorong para
pihak untuk: menelusuri dan menggali
kepentingan para pihak; mencari
berbagai pilihan penyelesaian yang
terbaik bagi para pihak dan bekerja
sama mencapai penyelesaian; membantu
para pihak dalam membuat dan
merumuskan kesepakatan perdamaian;
menyampaikan laporan keberhasilan,
ketidakberhasilan danfatau tidak dapat
dilaksanakannya mediasi kepada Hakim
Pemeriksa Perkara; menyatakan salah
satu atau para pihak tidak beritikad
baik dan menyampaikan kepada Hakim
Pemeriksa Perkara; dan tugas lain dalam
menjalankan fungsinya. Kemampuan
atau ketrampilan interpersonal para
mediator terlihat dari jawaban para
mediator terkait dengan upaya-upayva
yang ditempuh untuk mendapatkan
inferest atau need dari para pihak.

Menurut Tolkah, mediator non-
hakim, dalam melakukain mediasi
kepada mereka yang berperkara maka ia

biasanya menyampaikan agar para pihak
berpikir ulang sebelum memutuskan
sesuatu atas kasus yang sedang dihadapi.
Selain itu, para pihak juga diminta
untuk mempertimbangkan alternatif-
alternatif penyelesaian terhadap faktor-
faktor yang menjadi penyebab pasangan
hendak bercerai, termasuk interes atau
keinginan dari para pihak tersebut.®
Sementara mediator non hakim yang
lain menyatakan bahwa mereka tidak
memberikan saran, namun membantu
mereka untuk menemukan common
interest (kepentingan bersama) sehingga
ditemukan solusi yang baik untuk kedua
belah pihak;* dengan tidak memberikan
saran karena untuk menjaga netralitas
dan imparsialitas.*

Mediator Hakim di Pengadilan
Negeri Semarang menyatakan bahwa
mediasi dilakukan dengan cara
menggali kondisi psikologis para pihak
dengan cara memikirkan ulang cinta
mereka dahulu®, memikirkan ulang
komitmen, memikirkan anak-anak
yang terluka.® Kemudian ada Hakim
yang menggunakan pendekatan agama:
“Supaya suami-istri menghormati

¥ Hasil kuesioner medistor non-hakim Tolkah di
Walisongo Mediafion Centre Semarang, 21 Mel
2019, 14.30 WIB.

" Hadl kuesioner mediaoor non-fakim M. Eligibeth
di Walisongo Mediation Centre Semarang, 21
Mei 2009, 14,30 WiB.

® Hasll kuesionar mediator non-hakim b, Syaifullah
di Wallsongo Mediation Centre Semarang, 2 Med
2019, 14.30 WIS

T Hasll kwesioner mediator Hakim Eka BS &
Pengadilan Negeri Semarang, 2 Mei 2019, 10,30
WIB. Hasil kuesioner mediator Haklm Amrch 7
di Pengadilan Agama Semarang, 12 Mel 2012,
1130 WwWie

# Hasil kuesioner mediztor Hakioy Eddy P 5 di
Pengadilan Negeri Semarang,  Mel 2009, 10,30
WE.
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firman Tuhan yang melarang tentang
perceraian (bagi Nasrani} dan supaya
suami-istri percaya bahwa Tuhan yang
sudah mempersatukan mereka (bagi
non Nasrani)”* Selain itu, Hakim di
Pengadilan Agama menyatakan bahwa
mereka memberi alternatif penyelesaian
berupa: kembali rukun lagi atau jika
bercerai maka harus bercerai dengan
haik tanpa ada saling menghujat atau
mengungkit-ungkit masa lalo,™
Upaya-upaya yang dilakukan
oleh para mediator tersebut dalam
memfasilitasi para pihak agar
terwujudnya kompromi atau mencapai
common interest dari tuntutan kedua
pihak daripada memberi saran
dilatakan scbagai mediasi yang berbasis
kepentingan (interest-based). Meskipun
tidak memberi saran, beberapa mediator
berperan sebagal sefllement mediaior
dengan cara menentukan “bottom lines”
dari pihak-pihak yang berselisih dan
secara persuasive mendorong kedua
belah pihak bertikai untuk sama-sama
menurunkan posisi mereka ke titik
kompromi. Mediator hanya terfokus
pada permasalahan atau posisi yang
dinyatakan para pihak dan posisi scorang
mediator adalah menentukan posisi
“bottom ling” para pihak dan melakukan
berbagai pendekatan untuk mendorong
para pihak mencapai titik kompromi.

Peran sebagai fasilitator dan
mendorong kedua belah pihak bertikai

0 Hasll kugsioner mediator Hakim Esther P di
Pengadilan Megeri Semarang, tanpgal 2 Mel
2019, jam 10.30 WIB.

Hasll kuesioner mediator Hekim Amroh £ dan
Hakim Yunarto di Pesgadiian Agama Semarang,
targgal 12 Med 20159, jam 11,30 W0,
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untuk sama-sama menurunkan posisi
mereka ke litik kempromi dilakukan oleh
semua mediator non hakim dan mediator
hakim dalam menghadapi sengketa
perceraian dan perebutan hak asuh anak.
Sebagaimana yang dikemukakan oleh
mediator non-hakim M Elisabeth yang
menyatakan bahwa:

“Mediator tidak memberikan
saran, namun membantu mereka
untuk menemukan common
interest sehingga ditemukan
solusi yang baik untuk kedua

belah pihak dengan tidak

bExT |

merugikan hak anak

Para mediator meskipun tidak
memberikan saran, melalui komunikasi
interpersonal®™ selalu berupaya untuk
mengingatkan para pihak mengenai
akibat buruk dari perceraian dan
perchutan hak asuh anak, misalnya: hak
hak dan kebutuhan anak yang mungkin
akan terkurangi atau malah akan hilang
jika mereka berselisih,” menjaga kondisi
psikologis anak, * Mediator Hakim
di Pengadilan Agama menyarankan
anak yang belum mumayyiz (belum
cukup umur 12 tahun) diasuh olch ibu
kandungnya, avahnya berkewajiban
memberi natkah/biaya hidupnya dan

- Hasil kuesioner mediator non-haki B Elizabeth
di Walisongo Medialion Centre, tanggal 71 Me
2013, jam 14 30 WIB,

Darfsy Svafaah dan Lismawatl, "Romunikasi
Interpersonz! Mediator Dalam Prosss Medias
Ferkara Percerzian di Pengadilan Agama
Tulungagung”, Al-lom; Jurngl Kemunikos! don
Penwioron lsiom, Yolume 2, Nomor 2, Maret
2018, him, 46-55,

™ Hasil kuesioner mediater non: hakim Talkah di
Walisongo Mediation Centre, tanggal 21 Mei
2019, jarm 14.30 WiB

Hasil kuesioner mediator Hakim Eko di Pengadilan
Megeri Semarang, tanggal 2 Mei 2015, lam 10,30
WiH.
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ibunya harus memberi akses kepada
ayahnya untuk bertemu dengan anak.
Selain itu juga mengingatkan agar anak
jangan diperebutkan dan menyelesaikan
masalah secara kekeluarpaan dengan
mengutamakan kepentingan anak.

Dalam proses mediasi terhadap
pasangan yvang hendak bercerai, para
mediator menghadapi berbagai kesulitan
yang dapat menghambat penyelesaian
perselisihan. Kesulitan-kesulitan tersebut
berasal dari para pihak yang disebabkan
ketidakpercayaan, egoisme, kebencian,
dan adanya campur tangan pihak
lain.® Selain keinginan kuat dari para
pihak untuk melanjutkan perkaranya
di persidangan, ketidak hadiran para
pihak dalam proses mediasi juga menjadi
penyebab kegapalan mediasi*®

Sebagaimana yang dinyatakan oleh
M. Syaifullah bahwa tingkat kesulitan
mediasi kasus perceraian disebabkan
karena kekerasan fisik (Kekerasan Dalam
Rumah Tangga/KDRT), perselingkuhan,
ekonomi yang berdampak pada sakit hati.
Konflik rumah tangga yang terkait dengan
sakit hati ini umumnya sulit diselesaikan
karena hampir semua penggugal yang
mengajukan gugatannya ke pengadilan
merupakan klimak dari upaya damai
vang gagal sehingga meskipun dimediasi
mereka tetap memilih untuk bercerai.
Akhir dari mediasi ini tentunya dapat
ditebak, yaitu tidak terjadi kesepakatan

¥ Muhammad Saifullah, “Efektivitas Mediasi Datam
Penyelesaian Poerkara Porcerian 09 Pengadilan
Agarna lawa Ta:ng?rh”, Lfurmal AL-AHKAM, Valume
25, Nomor 2, Oktober 2005, him 183-100,

B Erik 5abti Rahmawati, "Implikasi Mediasi Bagl
Para Pihak wang Berperkaradi Pengadilan Apama
Waltang®, S Jure [ Jurnal Hukurm dar Syari'ah,
Yodume B, Momor 1, Juni 2016, him, 1-14

e e L

atau gagal dan pada akhirnya diselesaikan
melalui cara litigasi. Fakta lain juga
menunjukkan bahwa beberapa gugatan
yang dicabut sebagai hasil kesepakatan
damai dalam proses mediasi, pada bulan-
bulan berikutnya didaftarkan lagi sebagai
gugatan. Hal ini disebabkan karena
hasil kesepakatan mediasi tidak dapat
dilaksanakan atau kesepakatan damai
dilakukan tidak sepenuhnya.”

Hal tersebut juga terjadi ketika
para mediator menangani kasus
dimana para pihak hendak bercerai
dan memperebutkan hak asuh anak.
Kesulitan tersebut antara lain berupa:
ketidakpercayaan antara suami-istri,
CEOISMe masing-masing pasangan
karena merasa benar dan berhak untuk
mengasuh anak. Selain itu, ada ketakuatan
dari masing-masing pihak kehilangan
hak bertemu anak, kekhawatiran bila
jatzh ke pasangannya anak tersebut
mienjadi suram masa depannya, atau
disebabkan karena anak telah dikuasai
satu pihak dan melarang pihak lain untuk
bertemu.

Kesulitan yang ditimbulkan oleh
para pihak dapat sebenarnya dapat
diatasi melalui kesepakatan bersama
pengasuhan (foint custody). Akan tetapi
tidak semua mediator menyatakan setuju
dengan model joint custody dengan
alasan setiap kasus memiliki keunikan
atau kekhasan tersendird. Hal ini akan
dibahas dalam penjelasan berikut ind.

" Robl Maulana, Sutisma, Syarifah Gustiawati,
"Optinsaliszsi Peran Mediabor dalam Memediasi
Kasus Parceralan di Pengadilan Agama Cibinong
Bogor®, Aksorg Public. Volume 4, Momor 1,
Februari 2020, him. 276.
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Dalam kaitannya dengan tugas
memfasilitasi kasus perceraian, perebutan
hak anak atau kedua-keduanya, para
mediator akan bersinggungan dengan
persoalan tanggung jawab orang tua dan
hak-hak anak. Para mediator seluruhnya
mengetahui mengenai hak-hak anak
yang harus dilindungi ketika terjadi
perceraian dan berselisih mengenai
hak asuh anak. Melalui mediasi, para
mediator ini juga telah menyampaikan
dan menjelaskan hak-hak anak, serta
menekankan kepentingan terbaik anak
yang harus dikedepankan oleh para
pihak antara lain:

a. Dengan bertanya kepada kedua
belah pihak dengan pertanyaan
hipotesis. Contoh: Seandainya
anak ikut hanya pada bapak atau
ibu saja, apakah ia lebih bahagia
dibandingkan jika ikut pada
bapak dan ibu*®

b, Memlasilitasi kedua pihak untuk
da pal memenlingkan hak anak™

¢. Memberikan penjelasan kepada
kedua belah pihak tentang
kepentingan anak yang harus
diprioritaskan dalam segala segi
termasuk psikologi anak.™

d. Memberitahu pihak-pihak
kepentingan anak yang terbaile®

i

Hasil kuesioner meidistor non=hakim Talkah di
Walisongo Mediation Center, tanggal 21 Mei
2019, farn 14,34 WIB,

Hasil kuesioner mediator non-hakim M,
EClizabeth i Walisengo Mediation Center, tanggal
21 Mel 2019, am14.30 WIS,
¥ Hasil kuesioner mediator Hakim Ekg 85 dj
Pengadilan Megeri Semarang, tanggal 2 Mel
2019, fam 10.30 WIS,

Hasil kuesioner mediator Haklm Eddy PS5 i

Fengadilan Mogeri Semarang, tanggal 2 Me]
2014, jarm 100,380 WIR
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¢. Dengan mempertimbangkan
hak anal untuk sejahtera pasca
perceraian®

f. Pada pokoknya prioritas demi
kepentingan yang terbaik bagi
anak, keschatan, lingkungan,
ibadah sesuai agama yang
dipeluknya.*

g. Berupaya membuka kesadaran
dan tanggungjawab orangtua
tehadap anaknya™

Para mediator hakim dan non-

hakim yang diwawancarai tetap merasa
mengalami kesulitan dalam memediasi
kasus perceraian dengan perebutan hak
anak, atau kasus perebutan hak anak.
Kesulitan tersebut berasal dari para pihak
yang disebabkan oleh ketidakpercayaan
antara suami-istri, egoisme masing-
masing pasangan karena merasa
benar dan berhak untuk mengasuh
anak, ketakutan dari masing-masing
pihak kehilangan hak bertemu anak,
kekhawatiran bila jatuh ke pasangannya
anak lersebut menjadi suram masa
depannya, alau disebabkan karena anak
telah dilouasai salu pihak dan pihak yang
menguasai anak lelah melarang pihak
lain untuk bertemu.

Kesulitan yang ditimbulkan oleh
para pihak dapat schenarnya dapal
diatasi apabila mediator memberikan
penjelasan tentang hak-hak anak dan

* Hasil kuesioner mediator Hakim Esther di
Pengadilan Mogeri Semarang, tanggal 2 Maei
20149, jam 10.30 WIB.

" Hasil kuesioner mediator Hakim mrah # di

Pengadilan Azama Semarang, tanggal 12 Mei

2019, jam 1130 WIB,

Hasil kuesloner mediator Hakim Yungrio di

Pengadilan Agama Semarang, tanggal 12 mel

2018, Jam 11,30 W1B.
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penyelesaian pengasuhan anak dengan
menggunakan kesepakatan pengasuhan
bersama (join! custody). Mengingat
mediator tidak bisa menyarankan maka
sebaiknya mediator tetap memberikan
penjelasan atau gambaran dan manfaat
mengenai kesepakatan pengasuhan
bersama. Hal ini tentunya sesuai dengan
fungsi mediator untuk memfasilitasi dan
mendorong para pihak untuk mencari
berbagai pilihan penyelesaian yang
terbaik bagi para pihak, bekerja sama
mencapai penyelesaian, dan membantu
para pihak dalam membuat dan
merumuskan kesepakatan perdamalan
(Pasal 14 Peraturan Mahkamah Agung
Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur
Mediasi di Pengadilan).

Berdasarkan jawaban para mediator
tampak bahwa sebagian besar mediator
memandang bahwa joint cusiody
bermanfaat untuk kepentingan anak.
Akan tetapi kesepakatan tersebut
tampaknya tidak bisa "dipaksakan” karena
tungsi mediator hanya memdfasilitasi para
pihak. Apabila mediator menjelaskan
tentang joint custody maka hasil akhir
pun akan bergantung pada kesadaran
para pihak atas hak-hak anak.

Peran mediator sebenarnya sangal
dibutuhkan untuk memperkenalkan
joint custody dan keuntungannya/
kelebihannya, menumbuhkan kesadaran
dan "menggiring” para pihak membuat
kesepakatan pengasuhan bersama
tersebut. Apabila mediator tidak pernah
memperkenalkan, menumbuhkan
dan “menggiring” maka joint custody
tidak akan pernah dikenal dan para
pihak akan tetap berpegang pada ego

dan kehendak masing-masing karena
merasa lebih berhak atas kehidupan anak
dibandingkan pihak vang lain.

Para mediator menyatakan bahwa
pada prinsipnya mereka menyetujui
jitka ada joint custody karena akan
memudahkan untuk mengontrol
kewajiban masing-masing dan agar
para pihak memililki komitmen. Mereka
menyatakan bahwa kesepakatan
pengasuhan bersama harus memuat
hal-hal seperti: kesepakatan bersama
tentang kepada siapa pengasuhan dan
pemeliharaan anak diberikan, mengatur
waktu bertemu dengan ayah dan ibu
apabila anak dipisahkan, mengatur
siapa yang membiayvai pendidikan
anak, mengatur siapa yang membiayai
kesehatan anak, mengatur siapa yang
membiayai nafkah sehari-hari anak
dan juga mengatur waktu liburan.
Akan tetapi, tidak semua mediator
menganggap balwa kesepakatan tersebut
perla diwajibkan untuk dibuat oleh
para pihak yang akan bercerai. Adapun
alasannya karena setiap kasus sengketa
pengasuhan anak memiliki kekhasannya
atau keunikannya masing-masing, dan
tidak selalu mediasi mencapai kata
sepakat sehingga bisa berlanjut ke
pengadilan.

Joint custody merupakan hal yang
jarang diperkenalkan dan belum
dipandang sebagal upava hukum yang
wajib dilakukan untuk melindungi hak-
hak anak. Memang tidak dapat diingkari
bahwa joint custody dalam hal tertentu
tidak tepat diterapkan apabila salah
satu pihak ditengarai sebagai pelaku
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kekerasan dalam rumah tangga.™ Akan
tetapi joint custody memiliki kelebihan
dibandingkan dengan pengasuhan
tunggal. Keuntungan utamanya adalah
bahwa cara ini memastikan bahwa
kedua orangtua anak terlibat dalam
proses membesarkan anaknya. Selain
itu, dukungan finansial untuk anak lebih
stabil dibandingkan hak asuh tunggal
karena orangtua yang diberi hak asuh
harus selalu meminta pembayaran
biaya pengasuhan dari orangtua yang
tidak memiliki hak asuh. Hanya saja,
ada ketidakuntungannya terutama
bagi kedua orangtua yang mungkin
saling membenci karena mereka harus
berkomunikasi, bekerjasama dan
berkoordinasi. Pengasuhan bersama
harus diletakkan dan didasarkan pada
kepentingan terbaik anak yang harus
melibatkan kedua orang tua

Melalui joint custody, maka mediator
scbenarnya bisa mengarabkan para pihak
membuat perencanaan pengasuhan dan
jadwal pengasuhan yang meletakkan
langgung jawab dari setiap orangtua
dalam menyediakan kebutuhan anak
pada saal pelaksanaannya berdasarkan
usia anak dan kedewasaannya, Jadwal
pengasuhan (parenting time) merupakan
bagian dari kesepakatan pengasuhan
bersama sebagal sualu perencanaan
pengasuhan untuk menjamin anak-
anak secara berkala, berkelanjutan dan
melakukan kontak yang bermakna
dengan kedua orangrua. Alokasi
perencanaan jadwal pengasuhan berarti
bahwa orangtua harus memiliki periode

% Trina Grillo, “The Mediation Alternative: Process
Dangers for Women™, Yale Law fournol, Volume
100, Nomor 6, 1991, kim, 1594-1595,
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waktu tertentu dimana seorang anak
tinggal dengan atau berada di bawah
pengasuhan dan pengawasan dari setiap
orangtua. Perencanaan ini juga memuat
hal-hal tentang penyelesaian di masa
mendatang dalam hal terjadi perselisihan
antara orangtua, khususnya penyelesaian
perselisihan melalui non-adversial.

Melalui joint custody maka hak-hak
anak menjadi lebih terjamin karena
terdapat kesepakatan yang dibuat oleh
para pihak mengenai pengasuhan
bersama sehingga komitmen para pihak
dapat dikontrol. Selain itu, apabila joint
custody dibuat oleh para pihak, maka
kesepakatan tersebut memiliki akibat
hukum karena kesepakatan yvang dibuat
berlaku seperti undang-undang bagi
mereka yang membuat (sehagaimana yang
diatur dalam Pasal 1338 KUHPerdata)
sehingga jika terjadi pelanggaran dapat
ditempuh jalur hukum untuk menindak
pelaku. Apahila pembuatan joint custody
ini difasilitasi oleh para mediator kepada
para pihak maka kekuatiran “karena
tidak ada ada UU Contempt of Court,
schingga kewajiban suami yang tidak
dilaksanakan tidak ada sanksi™® dapat
teratasi dan hak-hak anak menjadi lebih
lerjamin dan terlindungi.

Peran mediator untuk mendorong
para pihak membuat kesepakatan
pengasuhan bersama menjadi sangat
penting untuk menghindari dan
menjauhkan anak dari perilaku kekerasan
di dalam rumah tangga mengingat
scluruh mediator pernah menangani

* Hasil kuesioner mediator Hakim Eddy PS gl
Pengadilan Negeri Semarang, tanggal 2 Mei
2019, jam 10,30 WIB,
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kasus perceraian di mana salah satu pihak
melakukan kekerasan dalam rumah
tangga, Para mediator telah berupaya
untuk melindungi hak-hak anak dari
orangtua yang melakukan kekerasan
dalam rumah tangga dengan cara
merekomendasikan anak kepada pihak
yang bukan pelaku KDRT. Selain itu ada
upaya dari mediator untuk mencari tahu
lebih jauh mengenai kenyamanan anak
apabila anak tersebut diberikan kepada
orangtua yang melakukan kekerasan
tersebut,

Mediator non hakim sangat
berpegang pada prinsip bahwa peran
mediator adalah sebagai fasilitator
dan tidak membeéri saran, sehingga
para mediator tetap mencari common
interest dari para pihak dalam kasus
perceraian dan perebutan anak yang
di dalamnya terdapat kekerasan dalam
rumah tangga.*” Mediator tetap harus
adil dan tidak memihak meskipun salah
satu pihak menjadi korban kekerasan
dalam rumah tangga. Oleh karena iru,
mediator yang menjadi responden
menyatakan bahwa mereka tidak
bersedia memberikan saran; hanya ada
dua mediater yang menyarankan agar
para pihak tetap berdamai dan saling
memaafkan, jangan memperebutkan
anak dan mengutamakan kepentingan
anak.

Para mediator juga menyatakan
bahwa pemenuhan hak-hak anak juga

= Lihat Helen Cleak, Margot J. Schofield, Lauren
Auelsen, and Andrew Bickerdike, "Screening
far Partner Violence Among Family Mediation
Chents: Diferentiating Types of Abuse”™, Jowrnal
of Interpersonal Violence, Yolume 33, Nomor 7,
April 20138, Mm, 1118-1146,
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dipengaruhi kemampuan perempuan
dalam menyampaikan inferests dan
needs. Berdasarkan pengalaman para
mediator, mereka menghadapi kasus
vang menunjukkan bahwa kedudukan
perempuan tidak seimbang dan tidak
setara dengan laki-laki. Perempuan yang
berstatus sebagai istri sering berada
dalam kedudukan yang lemah dan
tersubordinat oleh suaminya sehingga
tidak memiliki daya tawar dalam proses
mediasi. Menurut para mediator,
ketidakberdayaan istri dalam proses
mediasi dikarenakan antara Jain: secara
budaya perempuan lemah, para istri
tersebut tidak memiliki penghasilan
atau secara ekonomi tidak mandiri
karena bergantung pada suaminya:
Selain itu, faktor kekerasan dalam rumah
tangga juga menjadi penyebab istri tidak
memiliki daya tawar di dalam proses
mediasi karena dipengaruhi oleh rasa
takut, cemas dan khawatir.
Menghadapi situasi di mana
perempuan tidak memiliki kekuatan
vang seimbang dengan laki-laki maka
beberapa mediator menyatakan bahwa
mereka menjalankan perannya untuk
memfasilitasi perempuan tersebut
dengan cara: akuf bertanya kepada pihak
perempuan pada saat giliran dia bicara/
cerita unluk memancingnya supaya
dia mampu memperjuangkan apa yang
menjadi interesnya sehingga relasinya
menjadi lebih seimbang, mengingatkan
pihak-pihak yang mendominasi,
menyadarkan pihak laki-laki tentang
kebutuhan seorang istri/ibu buat anak-
anaknya dan menghimbau agar bersedia
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memberikan bantuan (biaya) kehidupan
anak.

Upava yang dilakukan oleh para
mediator tersebut tidak semata-mata
didasarkan pada menjalankan peran atau
fungsinya sebagai mediator namun juga
tanggungjawab untuk mencerdaskan dan
menyadarkan para pihak bahwa suami
dan istri memiliki kedudukan yang sama
di muka hukum sebagaimana diatur di
dalam Pasal 31 Undang-Undang Nomor 1
‘Tahun 1974 tentang Perlcawinan sehingga
seorang istri pun mempunyai hak yang
sama dan diberi kesempatan agar
mampu untuk memperjuangkannya,®
Apabila dalam proses mediasi tidak
tercapai kata sepakat maka perempuan
masih dapat memperjuangkannya
dalam proses litigasi (di pengadilan)
karena peraturan peundangan sudah
mengatur hak-hak perempuan dan
anak paska perceraian.” selain itu, para
mediator berupaya untuk mendorong
dan menggiring pihak vang lebih
mendominasi agar dapal mengurangi
perdsaan yang mementingkan sendiri
dan mengingat kepentingan anak
merupakan perwujudan dari peran
mediator yang memberi fasilitas,
perwujudan pelaksanaan hak-hak anak
sehagaimana diatur di dalam Undang-
Undang Perlindungan Anak) dan

juga pelaksanaan Pasal 41 dan 45 UU
Perkawinan.

L1

Hasil kuesioner mediator Hakion Eke di Pengadilan
Neperi Semarang, tanggal 2 Mei 2019, jam 10.30
WIB.

Hasll kuesionar mediator Hakim Yunarto d
renpadilan Agama Semarang, lanpeal 12 Mel
2019, jam 11.30 WIB,
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Berdasarkan uraian tersebul maka
mediasi yang dilakukan oleh para
mediator tidak hanya terbatas pada
settlement mediation dan facilitative
mediation, melainkan juga berupa
fransformative mediation dan evaluative
mediation. Para mediator melakukan
settlement mediation atau mediasi
kompromi karena tujuan utamanya
adalab untuk mendorong terwujudnya
kompromi dari tuntutan kedua belah
pihak yang sedang bertikai. Peran yang
dimainkan oleh mediator membujuk dan
mendorong kedua belah pihak bertikai
untuk sama-sama menurunkan posisi
mercka ke titik kompromi. Sebagai
contoh adalah jawaban dari para mediator
hakim PN Semarang dan PA Semarang
terkait dengan kasus perceraian:

g, Anak jangan diperebutkan,
selesaikan secara kekeluargaan

dan utamakan kepentingan
anak.™

b. Disarankan anak yang belum
mumayyis (belum cukup
umur 12 tahun) diasuh olch
ibu kandungnya, ayahnya
berkewajiban memberi natkah/
biaya hidupnya dan ibunya harus
memberi akses kepada ayahnya
untuk bertemu dengan anak.®

Para mediator yang menjadi

responden ternyata juga berfungsi
sebagai fasilitator. Bentuk mediasi ini
disehbut dengan facilitative mediation.

5 Hasil kuesioner medlator Hakim Yunareo di

Pengadilan Agama Semarang, tangeal 12 Mei
2018, farn 11,30 WIB.

" Hasil kuesioner mediator Hakim Amroh 2 di

Pengadilan Agama Semarang, tanggel 12 Mei
2019, farn 11.30 'WId.
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Mediasi ini disebut sebagai mediasi vang
berbasis kepentingan (inferest-based)
dan problem solving yang bertujuan
untuk menghindarkan para pihak
vang bersengketa dari posisi mereka
dan menegosiasikan kebutuhan dan
kepentingan para pihak dari hak-hak
legal mereka secara kaku. Dalam hal ini
seorang mediator harus dapat memimpin
proses mediasi dan mengupayakan dialog
vang konstruktif di antara para pihak yang
bersengketa, serta meningkatkan upaya-
upaya negosiasi dan upaya kesepakatan,
Berikut ini adalah contoh jawaban para
mediator yang menunjukkan model
fasilitatif antara lain:

a. Asalkan berbasis kesepakatan

mediasi bukan disarankan™

b. Tidak, pasti ada jalan keluar
dengan catatan para pihak sepakat
untuk mencari win-win solution™

¢. Bercerai dengan baik dan
anak disarankan diasuh tanpa
mengurangi akses bapak/ibunya
untuk bertemu dengan anak
tersebut sesuai kepentingan anak
vang terbaik™

d. Dengan bertanya kepada kedua
belah pihak dengan pertanyaan
hipotesis. Contoh: seandainya
anak ikut hanya pada bapak atau
ibu saja, apakah ia lebih bahagia

" Hasil kuesioner mediator non hakim M. Elisabens
di Walisango Mediaton Centre, tanggal 21 Mel
2019, jam 14,30 WIB.

" Hasil kuesioner mediator non hakim M, Syalfulah
di Walisongo Medisgtion Centre, tanggal 21 Mei
2019, jam 14.300W18,

*  Hasil kuesioner mediator Hakim Amroh Z di
Pengadiian Agama Semarang, tenggal 12 Mei
2019, jam 11_300W18.

dibandingkan jika ikut pada
bapak dan ibu?*

Melalui model facilitative mediation
tersebut mediator mengarahkan para
pihak dari positional negotiation ke
interest-based negotiation yang
mengarahkan kepada penyelesaian yang
saling menguntungkan,

Selanjutnya, berdasarkan hasil
penelitian tampak bahwa para mediator
juga menggunakan model transformative
mediation. Transformative mediation
dikenal sebagai mediasi terapi dan
rekonsiliasi. Model transformatif atau
lebih dikenal dengan theurapic model
mengandung sejumlah prinsip antara
lain: fokus pada penyelesaian yang
lebih komprehensif dan tidak terbatas
hanya pada penyelesaian sengketa tetapi
juga rekonsiliasi antara para pihak
Proses negosiasi yang terjadi mengarah
kepada pengambilan keputusan tidak
akan dimulai, bila masalah hubungan
emaosional para pihak yvang berselisih
belum diselesaikan. Fungsi mediator
dalam hal ini adalah untuk mendiagnosis
penycbab konflik dan menanganinya
berdasarkan aspek psikologis dan
emosional, hingga para pihak vang
berselisih dapat memperbaiki dan
meningkatkan kembali hubungan
mereka. Model ini digunakan oleh
para mediator ketika menghadapi
kasus perceraian dengan kesulitan
vang didasari dan dipengaruhi aspek
psikologis dan emosional, seperti:
ketidakpercayaan, perasaan benci dan

55 Hasil kuesioner mediatar non haklm Tolkah 4|
Walisongo Mediztion Centre, tanggal 71 Mel
2015, fam 14.30 WIB.
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dendam, perselingkuhan, Mediator
tentunya harus memulihkan rasa percara
diantara mereka sebelum melangkah lebih
lanjut mencari alternatif penyelesaian
dan mencapai kesepakatan,

Mediasi model ini juga menekankan
untuk mencari penyebab yang mendasari
munculnya permasalahan di antara
para pihak yang bersengketa, dengan
pertimbangan untuk meningkatkan
hubungan di antara mereka melalui
pengakuan dan pemberdayaan sebagai
dasar resolusi konflik dari pertikaian
yang ada. Langkah ini juga telah
dilakukan oleh beberapa mediator
ketika menghadapi para perempuan yang
tidak memiliki kekuatan yang seimbang
dengan pihak laki-laki:

a. Aktif bertanya kepada pihak
perempuan pada saat giliran
dia bicara/cerita) untuk
memancingnya supaya dia
malnpu mcmprrjuﬂngkan &FE
yang menjadi interesnya™

h. Proses mediasi mensyaratkan
keseimbangan jadi perempuan
difasilitasi agar refative seimbang™

c. Mengingatkan pihak-pihak yang
mendominasi™®

. Menyadarkan pihak laki- laki
tentang kebuluhan seorang ibu
buat anak-anakoya/ Menghimbau

M Hasht kuesioner mediator mon-hakim Totkaly di
Walizongn Mediation Centre, tanggal 21 Mgl
2019, jam 14.30 WIE.
Hasil kuesioner mediator non-hakim M. Elizabeth
oli Wialisningn Medistion Centre, tanggal 21 Mgl
2019, jam 14.30 Wi,
Hazll kuesioner mediator Hakim Eddy PS5 di
Fengadilan Neperl Semarang, tanggal 2 Mei
2009 fam 10,30 Wig,
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agar bersedia memberikan
bantuan (biaya) kehidupan anak™
Selanjutnya adalah model evaluative
mediation. Model ini lebih sering
digunakan oleh mediator hakim, baik
hakim PN dan PA. Evaluasi mediasi
atau lebih dikenal sebagai mediasi
normatif adalah model mediasi yang
bertujuan untuk mencari kesepakatan
berdasarkan hak-hak legal dari para
pihak yang bersengketa dalam wilayah
yang diantisipasi oleh pengadilan.
Peran yang bisa dijalankan
oleh mediator dalam hal ini adalah
memberikan informasi dan saran
serta persuasi kepada para pihak yvang
bersengleta dan memberikan prediksi
tentang hasil-hasil yang akan didapatkan,
misalnya:
a. Perempuan punya hak yang sama
dengan laki-laki dan mampu
untuk memperjuangkannya™

b. Suami-istri ada hak dan
kewajibannya sebagai orangtua®

c. Sekalipun tidak tercapai
kata sepakat dalam proscs
mediasi, perempuan dapat
memperjuangkan dalam
proses litigasi karenaperaluran
perundangan sudah mengatur
hak-hak perempuan dan anak
pasca perceraian.™

* Hasil Kuesioner mediator Hakim Esther dl
Pengadilan Megeri Semarang, tangzal 7 Mei
2009, jam 1030 WA,
Hasil kuesioner mediator Hakim Eko BS di
Pengadilan Megeri Semarang, tanggal 2 Mel
7018, jam 1030 WIE,
Hasil kuesionar mediator Hakim Amroh £ di
Pengadilan Agama Semnarang, tangsal 12 Mel
2018, jam 11,30 WIB.
Hasil kuesioner mediator Hakim Yunarto dl
Pengadilan Agama Semarang, tonggal 12 Mei
2019, jamy L1130 WiB.
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d. Karena tidak ada UU Contempt
of Courl, sehingga kewajiban
suami yang tidak dilaksanakan
tidak ada sanksi®

Model evaluasi tersebut mengandung
sgjumlah prinsip di mana mediator
harus mengpunakan keahlian dan
pengalamannya untuk mengarahkan
penyelesaian sengketa Ke suatu kisaran
yang telah diperkirakan terhadap
masalah terscbut sehinpga fokusnya lebih
tertuju kepada hak-hak melalui standar
penyelesaian atas kasus yang serupa.
Oleh karena itu Mediator harus seorang
ahli dalam bidang yang diperselisihkan
dan dapal juga terkualifikasi secara
legal. Dalam hal ini kiranya sudah tepat
karena para mediator yang memberikan
jawaban tersebut adalah para hakim di
PN dan PA Semarang.

D. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan
pembahasan sebagaimana telah diuraikan,
maka kesimpulan untuk menjawab
kedua perumusan masalah adalah:
Para mediator hakim di Pengadilan
Negeri Semarang dan Pengadilan
Agama Semarang, serta mediator
non-hakim di Walisongo Mediation
Centre telah menjalankan perannya
sebagai fasilitator. Model mediasi yang
sering digunakan para mediator adalah
evaluative mediation yang bertujuan
untuk mencari kesepakatan berdasarkan
hak-hak legal dari para pihak yang
bersengketa. Selanjutnya, Perwujudan

“ Hasil kuesioner mediator Hakim PN Eddy PS
dl Penpgadilan Meperi Samarang, tanggal 2 Med
A019, aom 10050 YWIE,

penerapan hak-hak anak melalui mediasi
telah dilakukan para mediator dengan
cara: menyampaikan dan menjelaskan
hak-hak anak, mendorong para pihak
agar mengedepankan kepentingan
terbaik anak, memfasilitasi perempuan
agar mampu memperjuangkan fnterest
dan meeds untuk dirinya sendiri dan
kepentingan anak, dan menyadarkan
pihak laki-laki untuk bertanggungjawab
terhadap kehidupan anak-anaknya.
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